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GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  

 

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

NOMOR 3 TAHUN  2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2011  

TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

 

Menimbang : a. bahwa Retribusi Izin Trayek telah ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Izin Trayek; 

b. bahwa dengan adanya serah terima sarana dan 

prasarana sebagai akibat dari penyerahan urusan 

Pemerintah dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi, 

sehingga Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Retribusi Izin Trayek perlu disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 

4 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Trayek; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar  Negara 

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 

Tenggara Barat dan  Nusa Tenggara Timur (Lembaran  

Negara  Republik  Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1649);    
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 

4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 

Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Timur Nomor 0047); 

 

Dengan Persetujuan Bersama  
 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

dan 

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan 

 

: PERATURAN DAERAH  TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI  NUSA TENGGARA 

TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI 

IZIN TRAYEK. 
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Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0049), diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 

1. Ketentuan  Pasal  1 angka 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara 

Timur.  

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD  

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Timur. 

5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Nusa 

Tenggara Timur. 

6. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan  dan Aset Daerah yang 

selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelola 

Keuangan  dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit 

Pelayanan Teknis Perijinan dan Pengawasan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 

Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu 

yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 

untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 

10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan 

pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan 

lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 
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11. Perijinan Tertentu adalah pelayanan perIjinan tertentu oleh 

Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang 

dimaksudkan untuk pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas 

kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, 

barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi 

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, 

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

13. Retribusi Ijin Trayek adalah pembayaran atas pemberian Ijin kepada 

orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan 

penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. 

14. Ijin Trayek adalah ijin diberikan kepada pengusaha angkutan untuk 

melayani angkutan penumpang pada trayek tetap dan teratur di 

wilayah daerah. 

15. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa 

angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan 

perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak 

terjadwal. 

16. Trayek Tetap dan Teratur adalah Pelayanan Angkutan yang 

dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan 

jadwal tetap atau tidak berjadwal. 

17. Angkutan Taksi adalah angkutan yang merupakan pelayanan dari 

pintu ke pintu dalam wilayah operasi dengan menggunakan mobil 

penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan 

argometer. 

18. Angkutan Antar Kota adalah angkutan dari satu kota ke kota lain 

dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang 

umum yang terkait dalam trayek tetap dan teratur. 

 

 



- 5 - 

 

19. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang 

disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut biaya. 

20. Perusahan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan 

jasa angkutan orang atau barang dengan kendaraan umum dijalan. 

21. Mobil Penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang 

dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak 

termasuk tempat duduk Pengemudi baik dengan maupun tanpa 

perlengkapan pengangkutan bagasi. 

22. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 

8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, 

baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. 

23. Izin Insidentil adalah izin yang diberikan kepada perusahaan 

angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menyimpang dari 

trayek yang telah ditetapkan. 

24. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 

batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan 

perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah. 

25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 

peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk 

melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau 

pemotong retribusi. 

26. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD 

adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah 

dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan 

dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat- tempat pembayaran 

yang ditunjuk oleh Gubernur. 

27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD 

adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah 

pokok retribusi yang terutang. 

28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, 

adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi 

administrasi berupa bunga dan/atau denda. 
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29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya 

disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang 

menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah 

kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau 

seharusnya tidak terutang. 

30. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Timur. 

31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah 

pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah 

Daerah yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan 

penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat 

ketentuan pidana.   

32. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 

Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan 

bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang 

terjadi serta menemukan tersangkanya. 

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

(1) Obyek Retribusi Ijin Trayek adalah Pemberian Ijin kepada orang 

pribadi dan/atau badan untuk menyediakan pelayanan angkut 

penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu. 

(2) Tata cara dan pelaksanaan pemberian ijin trayek sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.   

3. Ketentuan Pasal 8  ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 8 

(1) Tarif digolongkan berdasarkan Jenis Angkutan Penumpang Umum 

dan daya angkut/ kapasitas tempat duduk dan jenis trayek. 

(2) Struktur dan besarnya  tarif  Retribusi Ijin Trayek adalah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Timur. 
     

Ditetapkan di Kupang 
pada tanggal 8 Juni 2018 
 

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

 

                         ttd 

FRANS LEBU RAYA 

 

Diundangkan di Kupang 

pada tanggal  8 Juni 2018 
 

         SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

 

                      ttd 

     BENEDIKTUS POLO MAING 

 

 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 

NOMOR 003 

 
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :           

(3-130/2018) 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

      Kepala Biro Hukum, 

                  ttd 

Alexon Lumba, SH., M.Hum 

       Pembina Tingkat I 
NIP 196708281995101001 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

NOMOR 3 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH 

 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK. 

 

I. UMUM 

Retribusi Izin Trayek merupakan salah satu Retribusi Perizinan 

Tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan 

ketentuan Pasal 141 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Karena itu dalam rangka 

meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan umum serta mendukung 

pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab 

diperlukan dukungan pendapatan daerah yang memadai sesuai dengan 

perubahan Struktur Tarif Retribusi Izin Trayek sehingga perlu 

disesuaikan berdasarkan perkembangan perekonomian dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Izin Trayek. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Cukup jelas 

Pasal II 

Cukup jelas 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

NOMOR 0092 
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LAMPIRAN   : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

  NOMOR : 3 TAHUN 2018   

  TANGGAL : 8 Juni 2018 

 

NO JENIS TRAYEK/JENIS ANGKUTAN SATUAN 

PEMAKAIAN 

TARIF (RP) 

1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang   

 A. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang 

dalam Trayek 

  

 1. Izin Trayek Antar Kota Dalam 

Provinsi (AKDP) 

  

 a. Mobil penumpang umum 

angkutan dalam trayek s/d 8 

tempat duduk 

per 5 thn/BH 1.000.000 

 b. Mobil penumpang umum 

angkutan tidak dalam trayek 

s/d 8 tempat duduk 

per 5 thn/BH 5.000.000 

 c. Mobil bus umum angkutan 

dalam trayek diatas 8 tempat 

duduk 

per 5 thn/BH 5.000.000 

 d. Mobil bus umum angkutan 

tidak dalam trayek diatas 8 

tempat duduk 

per 5 thn/BH 5.000.000 

 2. Izin Trayek Pedesaan yang 

melewati 1 (satu) Kabupaten 

per 5 thn/BH 5.000.000 

 B. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang 

tidak dalam trayek 

  

 Izin Angkutan Taksi Operasinya 

melampaui 1 (satu) daerah 

Kabupaten/Kota 

per 5 thn/BH 5.000.000 

 

 

   GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

 

                                                                                                              ttd 

       FRANS LEBU RAYA 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

      Kepala Biro Hukum, 

                  ttd 

Alexon Lumba, SH., M.Hum 
       Pembina Tingkat I 

NIP 196708281995101001 

 

 


